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INSTRUKS] ;
dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah rerima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar
denda kepada PPK sebesar 1/1ooo (satu per seribu) dari nilai sPK sebetum ppN setiap hari kalender keterlambatan.
selain tunduk kepada ketentuan dalam sPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi standar ketentuan serta syarat-
syarat umum dan khusus SpK terlampir.

Untuk dan atas nam Untuk dan atas nama penyedia

LPKBHI FakultqSyari'ah dan Hukum



1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang- ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktuyang ditentukan, sesuai dengan volume, spesiriia'si teknis dah-h;ril. yang tercantum dalamSPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpreta:!-o?n pelaksanaan sPK inididasarkankepadahukumRepubliklndonesia.3. PENYEDIA JASA MANDIR!
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.4. HARGA SPK

" 5E[ 
membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam spK sebesar harga

b' Harga sPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead sertabiaya asuransi.
c' Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas danharga

5. HAK KEPEMILIKAN
a' PPK berhak atas kepemilikan sem.ua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakansehubungan dengan jasa yang..diberikan olen penyedil kepada pli. lira diminta olehPPK maka 

.penyed.ia berkewijiban untuk membantu secara optimal pengalihan hakkepemilikan tersebut kepada ppk sesuai dengan hukum y.ng u"rd[r.
b' Hak kepemilikan atas peralatan dan baranglo--anan yang disJdiakan oleh ppK tetap padaPPK, dan semua peralatan tersebut harul dikembalikan kepada ppK pada saat SpKberakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyeoia. semua peralatan tersebut harusdikembalikan dalam kondisi yang sama pada siat diberikan rLpala penyedia denganpengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulispenyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Fer oapat ,.r.iinirhkan penyedia untukmenemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap olehPPK mengandung cacat 

-muiu. 
Penyedia oertanjlung jawab atas cacat mutu selama 6(enam) bulan setelah serah terima haiil pekerjrrn.-"

7. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar sem.ua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yangsah yang dibebankan oleh hukum yang berlaru atas pelaksanaan sbk. semua pengeluaranperpajakan ini dianggap terah termasuri daram rrarga sex.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang.. untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruhpekerjaan' Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hat pergantian namapenyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL
a' sPK ini berlaku efektif pada tangg3l.pglqn.d.qtanganan oleh para pihak atau pada tanggat
. .y_ang 

ditetapkan daram surat perintah Murai Kerji(spMK). '| '|-' -"
b' Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggar murll kerja yang tercantum dalam SpMK.c. Penyedia harus. menyetesaikan pe(erjaan llsuai jaowai yjng iit"ni;k"nd' Apabila penyedia berpendapat tidak dapat ,"nyi"."ikan pekerjaan sesuaijadwal karenakeadaan diluar p.engendaliannya. dan penyedia ielah melaporkan kejadian tersebut kepadaPPK, maka PPKdapat melaliuran penliowalan iemoaii pelarcdnaan tugas penyedia

dengan adendum SpK.
10. ASURANSI

a' Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainyapemeliharaan untuk:



1) semua baran

i"?,#:l?Tiilill"l:.::^13l-"fiil,::l:i piarsanaal qJr-er;a-an;i; ,"{J;,.ik;terhadap kecelakaan, kerusakan, ke'hilangan,'..rtg risiko tain v.ng tilriir;ffi[,;;';1"2) pihak ketiga sebagai akibat keceiakaan oi'tempat kerjanya; d;; " -'

3) perlindungan terhadap kegagatan bangunan. 
--''-"'

b' Besarnya asuransi sudah oiplr[itungkanialam penawaran dan termasuk dalam harga SpK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a' Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batasPPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajibanr,kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, prolJr p""r"rk..rn hukumr,dan biaya yang dikenakan terh-adap PPK beserta instansinya 6ecuiri rerugian vrnrjmendasarituntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaibn berat ppK) se-huUungaii

dengan klaim yang timbul dari hal-hal..berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampaLi
9grgr! tanggal penandatanganan berita acara peny.rihrn akhir:
1) kehilangan atau.kerusakan peralatan dan harta benOa penyediadan personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
,) 

I:"Tilnan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kemftian pi
ketiga; 

r\vrrrqtrsrr Hr'I

b' Terhitung sejak ranggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatang"nJn beritaacara penyerahan awal, semua risiko kehilangan 
-atau 

kerusakan Hasil ini,
Baha.n dan Perlengkqnal merupakan risiko peiyedia, kecuali kerugian atau
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau t<elalaian ppK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil pekerjaan atau Bahan yang mel
H.asil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa p6meli
diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika keh
kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau k6j-alalin p6nyeoia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan p
yang dilaksanakan oleh penyedia.Apabila diperlukan, PpK dapat' riremeiintahkan
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

dengan
harus,

atau

volume
Hasil

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan
Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknii, dan hasil uji coba me
adanya cacat Mutu. maka penyedia 

^beikewajiban untuk ,.n.nggrng bi"y. p,

Sj:,:P,:l: Jlillllgtemukan adanva cacat Muiu maka uji coba teriEouiairnss.p,

guJran

ukkan
gujian

Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a' Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SpK untuk menetapkarr

pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran nasil peferjar

Keadaan
penyedia

. pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan-pemeriksaan nasit pelefiaan.
b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, ppK membuat foto-foto dc

pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESATAN PEKERJAAN
a' Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai

pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, 
-dan 

melaksanar"n- p"r"ri.r.-'r"Jrri
program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-iambainya pada
Penyelesaian yang ditetapkan dalam SpMK.

b' Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal penyelesaian bukan akibat
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesilahan atau kelalaian
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka
PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugitidak dikenakan

'anggal

Kahar
maka



jika Tanggat p -d' Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaiansemua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a' setelah pekerjaan selesai 1oo% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaansecara tertulis kepada ppK untuk penyerahan pekerjaan.
b' Dalam rangka penilaian hasil pekeiiaan, PbK menugaskan pejabat penerima HasilPekerjaan.
c' Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yangtelah diselesaikan oleh penyedii. Apabila t.ioap& xekurangan-kekurangan dan/atau cacathasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikainya, atas perintah ppK.
d' PPK menerima penyerahjn pertama 

-pekerjaan setelah selurih hasil pekerjaandilaksanakan sesuai dengan keientuan sPK dan diterima or"n F";"oat penerima HasilPekerjaan.
e' Pembayaran dilakukan sebesar 1O0o/o (seratus perseratus) dari harga SpK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a' Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan fiika ada) berkewajiban untukmenjamin bahwa selama penggYnaa.n secara wajar.oleh ppK, Barang tidak mengandung;cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian i*ygdia, atau cacat mutuakibat desain, bahan, dan cara kerja.
b' Jaminan bebas cacat mutu ini beriaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah seralrterima Barang atau jangka waktu rain yang ditetapkln daram ssKK.c' PPK akan menyampaikan pemberitahr.n c.cri mutu kepada penyedia segera setelal"rditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan purnajual.
d' Terhadap pemberitahuan cacat mutu oten PPK, penyedia berkewajiban untuk:memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka wakiu v.nJ 

- 
ditetapkan dalarnpem beritah uan tersebut.

e' Jika Penyedia tidak memperbaiki-atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangkawaktu yang ditentukan maka PPK akan m"ilnitung oiay-a peiori[rnl"ng diperlukan, danPPK secara langsung atau melalui pihak ket'iga yang oltun;uk oleh iFx ,t.n melakukanperbaikan tersebut. Penyedia berkewajib"ri ,ntrti ,",riurvri oiaya perbaikan ataupenggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajuk.n r..jri tertu'iis orcn ppk. Bilr;
- tersebut dapat dipotong oreh ppKdari niraitigih-an penyedia.
f' Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Fer oapat memasukkan penyedia yang lalaimemperbaiki cacat mutu ke dalam daftar-hitam.

18. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SpK.
b' PerubahanSPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilai<ukan oleh para pihak
dalam spK sehingga mengubah ringkup pekerjaan oatim Epr;

2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akiolt adanya perubahan pekerjaan;
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahanpelaksanaan pekerjaan.

c' Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk pejabat peneliti
Pelaksanaan Kontrak atas usul ppK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI
a' Peristiwa Kompensasi dapat dibe.rikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksrnr.n p.r"rjaan;

2) keterlambatan pembayaran-kepada penyedil;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambir, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal

yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuaijadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak p"ny"di, untuk melakukanyang setelah dilaksanakan pengujian ternyata

-. kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan oenundaan oeraksanaan oekeriaan:

pengujian tambahan
tidak ditemukan



20.

21.

7) PPK r",
. sebelumnya dan disebabkan oleh pFK;

8) ketentuan lain dalam SpK.
b' Jika Peristiwa Kompensasi mengakila.tkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatanpenyelesaian pekerjaan maka PPK berkewall-uan ,ntrt ,.rorvrr g;nti rugi dan/ataumemberikan perpanjangan waktu penyelesairn p"fuilrrn.
c' Ganti rugi hanya 9:q.l dibayarkan jika berdasarkan 

-data penunjang dan perhitungankompensasi yang diajukan oten penyedia kepada iir, urpit oioritiir"an kerugian nyataakibat Peristiwa Kompensasi.
d' Perpanjangan waktu..penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan datapenunjang dan perhitungan kompensasi-yang diajukan'oten penyeJi'i r"pro" ppK, dapatdibuktikan perlunya tambahan waktu akibat piristiwa kompensasi.
e' Penyedia tidak berhak atas ganti rugi. dan/atau perpanjangan waktu penyelesaianpekerjaan jika penyedia gagai atau tatai untuk ,eroerirai perinlatan dini dalammengantisipasi atau mengatasi dampak peristiwa Kompensasi.

PERPANJANGAN WAKTU
a' Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampauiTanggal Penyelesaian. maka penyedia oerrrai. ,ntur meminta perpanjangan TanggalPenyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan pengawas

Pekerjaan memperpanjang Tanggai 'Penyelesaian pekerjaan secara tertulis.Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus 
'oitafukan 

melalui adendum spK jikaperpanjangan tersebut mengubah Masa SpK.
b' PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian

terhadap usulan tertulis yang diajulian oleh penyedia.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a' Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi KeadaanKahar.
b' Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai denganprestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan danperlengkapan ini harus diserahkan oleh Pe-nyedia kepada ppk, dan selanjutnya
menjadi hak mitik ppK;

2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara danperalatan;
3) biaya langsung demobilisasi personil.

c. Pemutusan sPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak ppK.
d' Men-yimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kttab Undang-Undang Hukum perdata,pemutusan

s.PK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan J'p.oit.,
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

-. 
kelalaiannya daram jangka waktu yang terah ditetapkan;

2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan
pekerjaan;

3) penyedia menghentikan pekerjaan. selama 28 (dua puluh delapan) hari danpenghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan
Pengawas Pekerjaan;

4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
5) penyedia selamaJvlasa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang

ditetapkan oleh ppK;
6) denda keterla.mbatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudahmelampaui 5% (lima perseratus) dari'nargi SPK dan ppK menilai bahwa penvedia

tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pe[erjaan; I vr,vvrs

D :,:5^13:l i":"_r|,}1ljll ,ltuk pemball:, tasihan anssuran sesuai densan yans 
]

-. disepakati sebagaimana tercantum oatam spx; 
-- s'.'-' vvr rvsr I rqr rY

8) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

^. 
Pengadaan yang diputuskan oreh instansiyan! berwenang; dan/atau

n) 
::g?:::: ",:lj?i1,::y1p119?! 

pr.orldri, ougaan 
-rrc.r 

Jariatru peranssaranrr rvvqt qt I

ffi::il::: sehat dalam pelaksanaan pengadaan dlnyatakan benar oteh instansi yang



e. Dalam hal pemutusan SpK d
1) penyedia membayar denda; dan/atau

_ 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.t' Dalam hal pemutusan sPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peratiran f"rrnorng-rrorrjin. 
-

22. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang

ketentuan:
disepakati dilakukan oleh ppK, dengan

1) penyedia telah..mengajukan tagihan disertai laporan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dirakukan dengan pembayarrn s"c"ra sekarigus; '
3) pembayaran dilakukan senilai pekerjain yang tetan oitakslnai<an;

. 4) pembayaran harus dipotong denda (apauita ioay, pa;i[ d*;;E retensi;
b' pembayaran terakhir hanya oitikukan seielah peteriaan selesai rcdyo(seratus perseratus)

dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c' PPK dalam,kurun waktu.T (tujuh) ha.ri kerja setelah.pengajuan permintaan pembayaran

dari penyedia harus sudah mgngajukan sygt permintaa"n E;dt;ran kepada pejabat
Penandatangan Surat perintah Membayar (ppspM). ' '-.' --'

d' bila terdapat ketidaksesuaian d.1T- iernitungan angsuran, tidak akan menjadi atasanuntuk menunda pembayaran. iPK dapat ireminti p"nvedi" ,ntrr menyampaikanperhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan'nri-[rr lrng sedang menjadiperselisihan.

23. DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibatwanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia datam SpK ini. ppK
mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyeoia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tangguni lawao kontrai<tuar p"nv!Ji".

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secaradamai semua perselisihan yang timbul dari 

'atau 
ojrrruouniln oengan SpK ini atauinterpretasinya selama atau seteiah pelaksanaan pekerjaan. l'i[, p"i."lisihan tidak dapatdiselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan

negeri dalam wilayah hukum Republik lndonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja ppK telah atau akanmenerima komisi atau keuntungan. tidak sah lainnya baik langsunf ,rrprn tidak langsungdari sPK ini' Penyedla qelvetujui bahwa pelangiaran syarat ini merupakan pelanggaran
yang mendasar terhadap SpK ini.



A. Korespondensi

WakilSah Para
Pihak

Tanggal Berlaku
Kontrak

Waktu
Penyelesaian
Pekerjaan

Tindakan
penyedia yang
mensyaratkan
persetujuan

Pelaporan

G. Serah Terima
Laporan Akhir

H. Sumber Dana

l. Pembayaran
Prestasi
Pekerjaan

Penyedia:
Nama

Alamat

Alamat Para pihak sebagai berikut:
Satuan Kerja ppK:

I."r. pengadilan Agama Kendat Kelas l_AAlamat : Jalan Soekarn6 Hatta Km,4 Bringsong Kendal

: LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang

: Jl. Prof. Dr. Hamka Km.02 Kampus lll Ngaliyan
Semarang

Wakilsah Para pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : Moh. Asfaroni, SHI
Untuk Penyedia : Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

Kontrak mulai berraku terhitung sejak: 13 Aprir 2o2o

.l?!gf. waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah selama:
120 harikerja

Tindakan lain oreh penyedia yang memerrukan persetujuan
PPK adalah :

a. Penggantian petugas piket
b. Penambahan jumlah petugas piket

Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan laporan_
laporan berikut secara periodik selama masa kontrak:- Laporan Bulanan yang diberikan setiap awar hari kerja

bulan berikutnya.

Ketentuan serah terima Laporan Akhir berraku untuk
penyerahan setiap hasil kerja pemberian jasa layanan pada
pos bantuan hukum.

SgnI?f Pengadaan Jasa tayanan pada pos bantuan hukum
ini dibiayai dari DIPA pengadilan Agama Kendal Kelas r-A
No: sP-DIPA 005.01 .2.400992t2020 tgr. 12 November 2019

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dirakukan dengan cara
termyn dibayarkan oreh Bendahara pengeruara,i d"ngrn
persetujuan Pejabat pembuat Komitmen.

2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Berdasarkan jam layanan yang diberikan petugas piket

dan didukung dengan bukti daftar hadir.
b. Dibayarkan setelah menyerahkan laporan bulanan

dengan melampirkan bukti_bukti sebagai dasar
perhitungan pem bayaran.

3. Mata uang pembayaran: Rupiah

B.

c.

D.

E.

F.



Jika perselisihan para pihak mengenai
tidak dapat diselesaitan secair'"Jrr.i
menetapkan lembaga perselisihan tersebut
penyelesaian pemutus sengketa:
Pengadilan Republik lndonesia yang

ka Para
bawah sdi

Penyelesaian
Perselisihan


